BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 315
ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) bersama Bupati Bengkalis telah menyempurnakan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017 sesuai
dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor
Kpts.1212/XI1/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran
2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang
Penajabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2017;

Mengingat '« : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12'Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);




2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun - 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara :
Republik Indonesw_ Nomor 4355), .

Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara -

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4400);
Undang- Unda.ng Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

" Republik - Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421}); '

10.

- 11,
- Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik

12,

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penr_nba.ﬁgan

Keuangan antara Pemerintah : Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone31a
‘Nomor 4438); -

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah '

dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia o
Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara '

Republik Indones1a Nomor 4438); i
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan B

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaha.n Lemba.ran
Negara Republik Indonesia Nomor 5324]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntah i
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan o

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

-~ Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

" Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nega.ra Repubhk

13.

14,

15,
- Informasi - Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik -

Indonesia Nomor 5679), _ _ _
Peraturan Pemerintah Nomor 24 -Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembara.n Negara Repulik . .

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416} sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005

‘tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,

Tambahan ' Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
- 4540); |

Peraturan ‘Pemerintah Nomor 23 Ta.hun 2005 tentang
rPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indone31a Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran :

. Negara Repubhk Indonesxa Nomor 4576),




16.

17.

3
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578};

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

. Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

18.

19,

20.

21.

22,

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585},

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578); -

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun
2009 tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis
Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menetapkan :

_ dan .
BUPATI BENGKALIS
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN
2017,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp.3.480.370.992.585,00
2. Belanja Daerah Rp.3.701.262.514.036,43

Surplus/(Defisit Rp.(220.891.521.451,43)



3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan o Rp. 220.891.521.451,43
b. Pengeluaran - . Rp. 0,00
4. Pembiayaan Netto Rp. 220.891.521.451,43
Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran Tahun Rp. ~ 0,00
berkenaan
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1, terdiri
dari: -

a. Pendapatém Asli Daerah sejumlah Rp. 308.150.352.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 2.834.775.179.585,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
Rp. 337.445.461.000,00 :

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1}
huruf a, terdiri dari jenis pendapatan: :

a. Pajak Daerah sejumla_h Rp. 75.000.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 60.000.000.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp. 40.000.000.000,00

d. Lain-lain = Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah
Rp. 133.150.352.000,00 :

{3) Dana penmbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 2.417.149.463. 585,00

b. Dana alokasi . umum sejumlah Rp.
345.070.716.000,00 '

c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 72.555.000. 000,00

{4) Lain-lain pendapatan daerah -yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf ¢, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah Rp. 0,00
. Dana darurat sejumlah Rp. 0,00

b

c¢. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 100.300.000.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp. 237.145.461.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah
lainnya se_]umlah Rp. 0,00
Pasal 3
- {1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri
dari: _
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.488.603.970.269,51
b. Belanja Langsung sejumliah Rp. 2.212.658.543.766,92




{2) Belanja Tidak Langsung seba'gaimana dimaksud pada ayat (1)
- huruf a, terdiri dari jenis belanja: '

a.

bac BN ¢ o P o B w o

&,

Belanja pegawai sejumlah Rp. 1.009.409.236.515,67

. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00

. Belanja subsidi sejumlah Rp. 9.707.959.330,00
- Belanja hibah sejumiah Rp. 35.371.600.000,00
. Belanja bantuan sosial sgjumlah Rp. 0,00

Belanja bagi hasil séjumlah Rp. 13.500.000.000,00
Belanja bantuan keuangan sejumliah Rp. 401.681.300.668,00

h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 18.933.873.755,84

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b,
terdiri dari jenis belanja:

a.
b.

C.

Belanja pegawal sejumlah Rp. 69.313.549.850,00

Belanja  belanja barang dan  jasa sejumlah
Rp. 1.020.386.065.079,92 '

Belanja modal sejumlah Rp. 1.122.958.928.837,00
' Pasal 4

(1} Pembiayaan ‘Daerah sebagajmana dimaksud dalam Pasal 1,
terdiri dari: -
a.Penerimaan sejumlah Rp. 220.891.521.451,43
b.Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri dari jenis pembiayaan:

a.

b.

C.

d.

c.

f.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 220.891.521.451,43

Pencairan dana cadangan sejumliah Rp. 0,00

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp.0,00 - - -

Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00

Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dari jenis pembiayaan:

.

pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

b. penyertaan modal {investasi) pemerintah daerah sejumlah

C.

Rp. 0,00
pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00

d. pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00



Pasal 5

(1) Dalam hal terdapat darurat dalam pel.aksa.na.an APBD, Pemerintah

Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia -
anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang
selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan/atau. dlsampmkan dalam laporan realisasi
anggaran. -

(2) Kriteria untuk keadaan darurat Sebagalmana dimaksud

pada ayat (1} sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai .
berikut : S . .

a. Bukan merupakan keglatan normal dan a.kuﬁtas pemerintah
daerah dan tidak dapat dlpredlkSIkan sebelumnya, .

b. Tidak dlharapkan terjadi secara berulang,
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;

~d.Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan

e. Merupakan belanja untuk keperluan mendesak.

(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagalmana dlmaksud'

pada-ayat (2) huruf e mencakup:

a.Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b.Keperlian mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulan kerugian yang leblh besar bag1 pemerintah daera.h
dan masyarakat

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Angga.ran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini, yang ‘merupakan bag1an yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1.
2.

3.

Larnplran_l - Ringkasan APBD; _
Lampiran 1l = Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan
: daerah dan organisasi SKPD; '
Lampiran Il - Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan
' -~ . daerah, organisasi SKPD, pendapatan be]anja dan
: : pemblayaan, _
. Lampiran v Rekapitulasi - belanja menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program,
dan kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
o keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan
fungsi - dalam - kerangka pengelolaan keuangan

~daerah; - ' : : -

. Lampiran VI . Daftar jumlah pegawal per golongan dan per

jabatan;

' 'Lampirah \% 14 Daftar piutang daerah; -



8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah;

10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
aset lain-lain;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII  Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.

Pasal 8

(1) Dalam hal terdapat pendapatan daerah yang bersumber dari
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah belum dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Bupati melakukan
perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pendapatan daerah yang sudah ditetapkan
peruntukannya.

(3) Perubahan penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Peraturan
Daerah tentang APBD dan/atau disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 Desember 2016

w
KMININ

AMRI
Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30_Desember 2016

Plt. SEKRETA AERAH KABUPATEN BENGKALIS

. ARIANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 12




